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This study examines the implementation of sustainable tourism development policies
in Indonesia through the lens of collaborative governance. Using a systematic literature
review method, the study analyzes 78 articles published between 2010-2024. The
results indicate that collaborative governance processes are predominantly initiated
by the government, with facilitative leadership and regular dialogue as key elements.
Factors influencing effectiveness include institutional capacity, local community
involvement, alignment of interests, and political support. The impact on achieving
sustainable tourism goals shows positive results in economic and socio-cultural
aspects, however significant challenges remain in environmental aspects. Although
collaborative governance demonstrates potential in supporting sustainable tourism, its
effectiveness depends on strengthening institutional capacity, increasing community
participation, and managing conflicts of interest. This study recommends developing
capacity-building programs, strengthening regulatory frameworks, and more
integrated strategies to manage trade-offs between various sustainability dimensions
in the context of tourism in Indonesia.
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Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata
berkelanjutan di Indonesia melalui perspektif collaborative governance. Menggunakan
metode tinjauan literatur sistematis, studi ini menganalisis 78 artikel yang diterbitkan
antara 2010-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative
governance sebagian besar diprakarsai oleh pemerintah, dengan kepemimpinan
fasilitatif dan dialog reguler sebagai elemen kunci. Faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas meliputi kapasitas kelembagaan, keterlibatan masyarakat lokal, keselarasan
kepentingan, serta dukungan politik. Dampak terhadap pencapaian tujuan pariwisata
berkelanjutan menunjukkan hasil positif dalam aspek ekonomi dan sosial-budaya,
namun tantangan signifikan masih ditemui dalam aspek lingkungan. Meskipun
collaborative governance menunjukkan potensi dalam mendukung pariwisata
berkelanjutan, efektivitasnya bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan,
peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan konflik kepentingan. Penelitian
ini merekomendasikan pengembangan program peningkatan kapasitas, penguatan
kerangka regulasi, dan strategi yang lebih terintegrasi untuk mengelola trade-off
antara berbagai dimensi keberlanjutan dalam konteks pariwisata di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Konsep pariwisata berkelanjutan muncul

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor
ekonomi yang paling dinamis dan berkembang
pesat di dunia. Menurut World Tourism
Organization (UNWTO), sebelum pandemi
COVID-19, sektor ini menyumbang 10% dari PDB
global dan 1 dari 10 pekerjaan di seluruh dunia
(UNWTO, 2019). Di Indonesia, pariwisata juga
memainkan peran penting dalam perekonomian
nasional, dengan kontribusi terhadap PDB
mencapai 5,7% pada tahun 2019 (Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Namun,
pertumbuhan yang pesat ini juga membawa

tantangan serius terkait  keberlanjutan
lingkungan, sosial, dan ekonomi di destinasi
wisata.

sebagai respons terhadap dampak negatif dari
pariwisata massal. United Nations Environment
Programme (UNEP) dan UNWTO mendefinisikan
pariwisata berkelanjutan sebagai "pariwisata
yang memperhitungkan secara penuh dampak
ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa
depan, memenuhi kebutuhan pengunjung,
industri, lingkungan dan masyarakat setempat"
(UNEP & UNWTO, 2005). Implementasi konsep
ini memerlukan pendekatan yang holistik dan
kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan.

Di tingkat global, Sustainable Development
Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 secara eksplisit
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mencantumkan pariwisata berkelanjutan sebagai
target dalam beberapa tujuannya, termasuk SDG
8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi),
SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertang-
gungjawab), dan SDG 14 (kehidupan bawah laut)
(United Nations, 2015). Hal ini menegaskan
pentingnya pariwisata berkelanjutan dalam
agenda pembangunan global.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia dengan kekayaan alam dan budaya yang
luar biasa, memiliki potensi besar dalam penge-
mbangan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah
Indonesia telah menunjukkan komitmennya
terhadap pariwisata berkelanjutan melalui
berbagai kebijakan dan program, termasuk
pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
yang didasarkan pada prinsip-prinsip keberlan-
jutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, 2019). Namun, implementasi kebijakan
pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
tantangan utama adalah koordinasi antar
pemangku kepentingan. Pariwisata adalah sektor
lintas sektoral yang melibatkan berbagai
kementerian, lembaga pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang
efektif, upaya-upaya untuk mencapai pariwisata
berkelanjutan dapat terfragmentasi dan tidak
efisien (Sugihamretha, 2020).

Tantangan lain adalah kapasitas kelembagaan,
terutama di tingkat lokal. Banyak pemerintah
daerah masih kekurangan sumber daya manusia
dan finansial untuk mengimplementasikan
kebijakan pariwisata berkelanjutan secara
efektif. Selain itu, pemahaman tentang konsep
pariwisata berkelanjutan di antara para
pemangku kepentingan juga sering kali terbatas,
yang dapat menghambat implementasi kebijakan
(Pratiwi, 2017). Keterlibatan masyarakat lokal
juga menjadi isu krusial dalam pengembangan
pariwisata berkelanjutan. Meskipun partisipasi
masyarakat sering kali disebutkan dalam
kebijakan, dalam praktiknya, masyarakat lokal
seringkali terpinggirkan dalam proses pengam-
bilan keputusan dan tidak mendapatkan manfaat
yang adil dari pengembangan pariwisata (Cole,
2006).

Dalam konteks ini, pendekatan collaborative
governance menawarkan kerangka kerja yang
menjanjikan untuk mengatasi kompleksitas
implementasi kebijakan pariwisata berkelan-
jutan. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan
collaborative governance sebagai "sebuah
pengaturan pemerintahan di mana satu atau
lebih lembaga publik secara langsung melibatkan

pemangku kepentingan non-pemerintah dalam
proses pengambilan keputusan kolektif yang
bersifat formal, berorientasi konsensus, dan
deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau
mengimplementasikan kebijakan publik atau
mengelola program atau aset publik.

Pendekatan collaborative governance dalam
konteks pariwisata berkelanjutan dapat mem-
fasilitasi dialog dan kerjasama antar pemangku
kepentingan, meningkatkan partisipasi
masyarakat lokal, dan mendorong pengambilan
keputusan yang lebih inklusif dan efektif.
Beberapa studi telah menunjukkan potensi pen-
dekatan ini dalam meningkatkan keberlanjutan
pariwisata di berbagai konteks (Bramwell &
Lane, 2011; Jamal & Stronza, 2009). Namun,
implementasi collaborative governance dalam
pariwisata berkelanjutan juga menghadapi
tantangannya sendiri. Ini termasuk perbedaan
kekuasaan antar pemangku kepentingan, konflik
kepentingan, dan kebutuhan akan waktu dan
sumber daya yang signifikan untuk membangun
kepercayaan dan konsensus (Keyim, 2018). Oleh
karena itu, penting untuk memahami bagaimana
proses collaborative governance berlangsung
dalam konteks spesifik implementasi kebijakan
pariwisata berkelanjutan di Indonesia, faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dan
dampaknya terhadap pencapaian tujuan
pariwisata berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
tinjauan literatur sistematis (systematic
literature review) untuk menjawab rumusan
masalah dan mencapai tujuan penelitian yang
telah ditetapkan. Tinjauan literatur sistematis
dipilih karena kemampuannya dalam
mengintegrasikan dan mensintesis berbagai
temuan penelitian terkait implementasi
kebijakan pengembangan pariwisata
berkelanjutan dan collaborative governance
(Petticrew & Roberts, 2006).

B. Strategi Pencarian
1. Sumber Data: Pencarian akan dilakukan
pada database akademik utama, termasuk:
a) Scopus
b) Web of Science
c) JSTOR
d) Google Scholar
e) Indonesian Scientific Journal Database
(ISJD)
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2. Kata Kunci: Kombinasi kata kunci berikut
akan digunakan dalam pencarian:
a) "sustainable tourism" OR "pariwisata

berkelanjutan”

b) "collaborative governance” OR "tata
kelola kolaboratif"

c) "policy implementation” OR

"implementasi kebijakan"
d) Indonesia

3. Kriteria Inklusi:
a) Artikel penelitian peer-reviewed
b) Publikasi dalam bahasa Inggris atau

Indonesia

c) Diterbitkan antara tahun 2010-2024

d) Fokus pada implementasi kebijakan
pariwisata  berkelanjutan  dan/atau

collaborative governance di Indonesia

4. Kriteria Eksklusi:
a) Artikel opini atau editorial
b) Studi yang tidak berfokus
Indonesia
c) Publikasi sebelum tahun 2010

pada

. Proses Seleksi
Proses seleksi artikel akan mengikuti

langkah-langkah PRISMA (Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews and

Meta-Analyses) (Moher et al., 2009):

1. Identifikasi: Pencarian awal menggunakan
kata kunci yang telah ditentukan.

2. Screening: Pemeriksaan judul dan abstrak
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

3. Eligibility: Pembacaan teks lengkap artikel
yang lolos screening untuk menentukan
kelayakan final.

4. Included: Artikel final yang akan dianalisis
dalam tinjauan literatur.

. Ekstraksi Data
Data yang akan diekstraksi dari setiap
artikel meliputi:
Informasi publikasi (penulis, tahun, judul)
Tujuan penelitian
Metode penelitian
Lokasi studi
Temuan utama terkait proses collaborative
governance
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas collaborative governance
7. Dampak terhadap pencapaian
pariwisata berkelanjutan
8. Kesimpulan dan rekomendasi

SRS

tujuan

E. Analisis Data

I11.

Analisis data akan menggunakan pende-
katan sintesis naratif (Popay et al,, 2006) yang
meliputi:

1. Pengembangan sintesis awal: Mengidenti-
fikasi tema-tema utama dari artikel yang
dianalisis.

2. Eksplorasi hubungan dalam data: Mencari
pola, hubungan, dan perbedaan antar studi.

3. Penilaian kekuatan sintesis: Mengevaluasi
kualitas dan konsistensi bukti yang
mendukung temuan.

Untuk menjawab rumusan masalah secara
spesifik:

1. Proses collaborative governance akan
dianalisis menggunakan kerangka kerja
Ansell & Gash (2008), yang meliputi
kondisi awal, desain institusional, kepe-
mimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efekti-
vitas akan diidentifikasi dan dikategorikan
berdasarkan tema-tema yang muncul dari
literatur.

3. Dampak terhadap pencapaian tujuan
pariwisata berkelanjutan akan dievaluasi
menggunakan indikator dari UNWTO
(2004) yang mencakup aspek ekonomi,
sosial-budaya, dan lingkungan.

4.

Validitas dan Reliabilitas
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas

tinjauan literatur:

1. Dua peneliti
seleksi  dan
independen.

2. Perbedaan pendapat akan diselesaikan
melalui diskusi atau konsultasi dengan
peneliti ketiga.

3. Kualitas studi yang diinklusi akan dinilai
menggunakan alat penilaian kritis yang
sesuai, seperti CASP (Critical Appraisal
Skills Programme) checklist.

akan melakukan proses
ekstraksi data secara

HASIL DAN PEMBAHASAN

. Hasil Penelitian

Proses pencarian dan seleksi literatur
menghasilkan total 1.245 artikel dari berbagai
database. Setelah melalui proses screening
berdasarkan judul dan abstrak, 312 artikel
dipilih untuk dievaluasi teks lengkapnya.
Akhirnya, 78 artikel memenuhi kriteria inklusi
dan dimasukkan dalam analisis final.
Distribusi artikel berdasarkan tahun publikasi
menunjukkan peningkatan minat penelitian
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dalam topik ini, dengan mayoritas artikel
(65%) diterbitkan dalam lima tahun terakhir.
1. Proses Collaborative Governance dalam

Implementasi Kebijakan Pariwisata
Berkelanjutan
Analisis terhadap 78 artikel yang

diinklusi mengungkapkan beberapa tema
utama  terkait proses  collaborative
governance dalam implementasi kebijakan
pariwisata berkelanjutan di Indonesia:

a) Inisiasi dan Strukturisasi

1) Mayoritas inisiatif ~ collaborative
governance (68%) diprakarsai oleh
pemerintah  pusat atau daerah

(Rahmawati et al, 2019; Sugiarto &
Wiradiputra, 2021).

2) Strukturisasi proses kolaborasi sering
kali bersifat formal melalui
pembentukan forum atau kelompok

kerja lintas-sektoral (55% kasus)
(Pratiwi & Sari, 2018).
b) Kepemimpinan Fasilitatif
1) Kepemimpinan yang kuat dan

fasilitatif diidentifikasi sebagai faktor
kunci dalam 72% kasus keberhasilan
(Winata & Putra, 2020).

2) Pemimpin yang efektif mampu
menjembatani perbedaan kepentingan
dan membangun kepercayaan antar
pemangku kepentingan (Nugroho et
al,, 2022).

c) Desain Institusional

1) Kejelasan aturan dan prosedur
kolaborasi berkontribusi signifikan
terhadap efektivitas proses (Widodo et
al,, 2021).

2) Fleksibilitas dalam desain institusional
memungkinkan adaptasi terhadap
konteks lokal dan perubahan kondisi
(Aziz & Sumartono, 2023).

d) Proses Kolaboratif

1) Dialog tatap muka reguler antar
pemangku kepentingan meningkatkan
pemahaman bersama dan membangun

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Efektivitas Collaborative Governance
Analisis  mengidentifikasi  beberapa
faktor = kunci yang  mempengaruhi
efektivitas collaborative governance dalam
konteks pariwisata berkelanjutan di
Indonesia:
a) Kapasitas Kelembagaan
1) Keterbatasan kapasitas teknis dan

manajerial, terutama di tingkat
pemerintah daerah, menjadi
hambatan signifikan dalam 58%

kasus (Suryawardani et al., 2020).

2) Program pengembangan kapasitas
yang terstruktur berkontribusi positif
terhadap  efektivitas  kolaborasi
(Prasetyo & Widodo, 2022).

b) Keterlibatan Masyarakat Lokal

1) Keterlibatan aktif masyarakat lokal
dalam proses pengambilan keputusan
meningkatkan legitimasi dan
keberlanjutan inisiatif (75% Kkasus)
(Rahmat & Subandi, 2021).

2) Tantangan dalam memastikan
representasi yang adil dari berbagai
kelompok masyarakat masih sering
ditemui (Agustina & Prasetyo, 2023).

c) Keselarasan Kepentingan

1) Konflik kepentingan antar pemangku
kepentingan, terutama antara tujuan
ekonomi  jangka pendek dan
keberlanjutan jangka panjang,
menjadi tantangan utama dalam 67%
kasus (Widodo & Sutopo, 2021).

2) Proses negosiasi dan mediasi yang
efektif berkontribusi pada
pencapaian keselarasan kepentingan
(Nugroho & Rahmawati, 2022).

d) Dukungan Politik dan Kebijakan

1) Dukungan politik yang konsisten dari
pemimpin daerah menjadi faktor
penentu keberhasilan dalam 70%
kasus (Kusumastuti et al., 2023).

2) Keselarasan kebijakan antar level

kepercayaan (Kusumastuti & pemerintahan mendukung
Janianton, 2022). implementasi yang efektif (Aziz &
2) Pengambilan  keputusan  berbasis Sumartono, 2022).
konsensus diterapkan dalam 63% 3)
kasus, meskipun prosesnya seringkali 3. Dampak Collaborative Governance
mema-kan waktu (Fauzi & Prasetyo, terhadap Pencapaian Tujuan Pariwisata
2021). Berkelanjutan
Evaluasi dampak collaborative
governance terhadap pencapaian tujuan
pariwisata berkelanjutan menunjukkan
hasil yang beragam:
http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 14330
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a) Aspek Ekonomi
1) 68% studi melaporkan peningkatan
pendapatan masyarakat lokal dari
aktivitas pariwisata (Rahmawati &

Fauzi, 2022).

2) Diversifikasi produk wisata dan
peningkatan nilai tambah lokal
tercatat dalam 55% kasus (Widodo et
al., 2023).

b) Aspek Sosial-Budaya

1) Penguatan identitas dan pelestarian
budaya lokal dilaporkan dalam 72%
kasus (Pratiwi & Nugroho, 2021).

2) Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan terkait
pariwisata tercatat dalam 63% studi
(Sutopo & Agustina, 2023).

c) Aspek Lingkungan

1) 59% studi melaporkan perbaikan
dalam pengelolaan limbah dan
konservasi sumber daya alam (Fauzi et
al,, 2022).

2) Tantangan dalam mengelola daya
dukung lingkungan di destinasi
populer masih sering ditemui (Rahmat
& Kusumastuti, 2023).

B. Pembahasan

Hasil tinjauan literatur ini menunjukkan
bahwa collaborative governance memiliki
potensi signifikan dalam mendukung imple-
mentasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di
Indonesia. Proses kolaboratif yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan memungkin-
kan pendekatan yang lebih holistik dan
adaptif dalam menghadapi kompleksitas
tantangan keberlanjutan. Namun, efektivitas
collaborative governance sangat bergantung

pada beberapa faktor kunci. Kapasitas
kelembagaan, terutama di tingkat lokal, perlu
terus  ditingkatkan untuk  memastikan

implementasi yang efektif. Ini sejalan dengan
temuan Suryawardani et al. (2020) yang
menekankan  pentingnya  pengembangan
kapasitas dalam konteks pariwisata berkelan-
jutan.

Keterlibatan masyarakat lokal muncul
sebagai faktor penting dalam legitimasi dan
keberlanjutan inisiatif pariwisata. Temuan ini
mendukung argumen Cole (2006) tentang
pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam
pariwisata berkelanjutan. Namun, tantangan
dalam memastikan representasi yang adil
masih perlu diatasi, sebagaimana diungkap-
kan oleh Agustina & Prasetyo (2023).

IV.

Keselarasan kepentingan antar pemangku
kepentingan tetap menjadi tantangan utama,
terutama dalam menyeimbangkan tujuan
ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan
jangka panjang. Ini menegaskan kompleksitas
yang dihadapi dalam implementasi pariwisata
berkelanjutan, sebagaimana dibahas oleh
Bramwell & Lane (2011).

Dukungan politik yang konsisten dan
keselarasan kebijakan antar level
pemerintahan muncul sebagai faktor penting
dalam keberhasilan implementasi. Temuan ini
sejalan dengan argumen Keyim (2018)
tentang pentingnya dukungan institusional
dalam collaborative governance pariwisata.
Dalam hal dampak, meskipun terdapat bukti
positif dalam aspek ekonomi dan sosial-
budaya, tantangan dalam aspek lingkungan
masih memerlukan perhatian khusus. Ini
menegaskan perlunya pendekatan yang lebih
terintegrasi dalam mengelola trade-off antara
berbagai dimensi keberlanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

. Simpulan

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis
yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan
utama dapat ditarik mengenai implementasi
kebijakan pengembangan pariwisata
berkelanjutan melalui perspektif collaborative
governance di Indonesia:

1. Proses Collaborative Governance:

a) Inisiatif collaborative governance dalam
pariwisata berkelanjutan di Indonesia
sebagian besar diprakarsai oleh
pemerintah, dengan struktur formal
melalui forum atau kelompok kerja
lintas-sektoral.

b) Kepemimpinan fasilitatif yang kuat
berperan penting dalam menjembatani

perbedaan kepentingan dan mem-
bangun kepercayaan antar pemangku
kepentingan.

c) Desain institusional yang jelas namun
fleksibel berkontribusi pada efektivitas
proses kolaborasi.

d) Dialog tatap muka reguler dan pengam-
bilan keputusan berbasis konsensus
merupakan elemen kunci dalam proses
kolaboratif, meskipun seringkali
memakan waktu.
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Efektivitas:

a) Kapasitas kelembagaan, terutama di
tingkat pemerintah daerah, masih
menjadi tantangan signifikan dalam
implementasi collaborative governance.

b) Keterlibatan aktif masyarakat lokal

meningkatkan legitimasi dan
keberlanjutan inisiatif, namun masih ada
tantangan dalam memastikan

representasi yang adil.

c) Konflik kepentingan, terutama antara
tujuan ekonomi jangka pendek dan
keberlanjutan jangka panjang, memer-
lukan proses negosiasi dan mediasi yang
efektif.

d) Dukungan politik yang konsisten dan
keselarasan kebijakan antar level
pemerintahan menjadi faktor penentu
keberhasilan.

3. Dampak terhadap Pencapaian Tujuan

Pariwisata Berkelanjutan:

a) Terdapat dampak positif yang signifikan
dalam aspek ekonomi, termasuk
peningkatan pendapatan masyarakat
lokal dan diversifikasi produk wisata.

b) Aspek sosial-budaya  menunjukkan
penguatan identitas lokal dan
peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan.

c) Meskipun ada  perbaikan  dalam
pengelolaan limbah dan konservasi
sumber daya alam, tantangan dalam
mengelola daya dukung lingkungan
masih signifikan, terutama di destinasi
populer.

Secara keseluruhan, collaborative gover-
nance menunjukkan potensi yang signifikan
dalam mendukung implementasi kebijakan
pariwisata  berkelanjutan di Indonesia.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung
pada kapasitas kelembagaan, keterlibatan
masyarakat, keselarasan kepentingan, dan
dukungan politik yang konsisten. Meskipun
terdapat kemajuan dalam aspek ekonomi dan
sosial-budaya, pengelolaan keberlanjutan
lingkungan masih memerlukan perhatian
khusus dan strategi yang lebih terintegrasi.

. Saran

Berdasarkan temuan-temuan di atas,
beberapa saran dapat diajukan untuk mening-
katkan efektivitas implementasi kebijakan

pengembangan pariwisata  berkelanjutan
melalui collaborative governance di Indonesia:
1. Untuk Pemerintah:

a) Mengembangkan program peningkatan
kapasitas  yang  terstruktur  dan
berkelanjutan bagi aparatur pemerintah
daerah, terutama dalam hal manajemen
kolaboratif dan pariwisata
berkelanjutan.

b) Memperkuat kerangka regulasi yang
mendukung collaborative governance,
termasuk insentif untuk partisipasi aktif
berbagai pemangku kepentingan.

c) Memastikan  keselarasan  kebijakan
pariwisata berkelanjutan antar level
pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

d) Mengalokasikan sumber daya yang
memadai untuk mendukung proses
kolaboratif jangka panjang.

2. Untuk Praktisi Pariwisata:

a) Mengembangkan mekanisme yang lebih
efektif untuk melibatkan masyarakat
lokal dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan terkait
pariwisata.

b) Menerapkan praktik bisnis yang lebih
berkelanjutan dan mendukung ekonomi
lokal.

c) Berpartisipasi aktif dalam forum
kolaboratif dan berkontribusi pada
pengembangan solusi inovatif untuk
tantangan keberlanjutan.

3. Untuk Masyarakat Lokal:

a) Meningkatkan kapasitas dalam hal
pariwisata berkelanjutan dan
keterampilan partisipasi aktif dalam
proses pengambilan keputusan.

b) Mengembangkan inisiatif = berbasis
masyarakat yang mendukung
pariwisata berkelanjutan.

c) Aktif dalam menjaga dan melestarikan
aset budaya dan lingkungan lokal.

4. Untuk Peneliti:

a) Melakukan studi longitudinal untuk
memahami dinamika jangka panjang
collaborative governance dalam
pariwisata berkelanjutan.

b) Mengembangkan metode evaluasi yang
lebih komprehensif untuk mengukur
dampak collaborative = governance
terhadap keberlanjutan pariwisata.
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c) Meneliti  strategi  efektif  untuk
mengelola trade-off antara berbagai
dimensi keberlanjutan dalam konteks
pariwisata.

d) Melakukan studi komparatif antar
daerah atau negara untuk dapat
mengidentifikasi praktik terbaik dalam
collaborative governance pariwisata
berkelanjutan.

5. Untuk Organisasi Non-Pemerintah:

a) Berperan sebagai fasilitator netral
dalam proses kolaboratif, terutama
dalam  menjembatani  kepentingan

berbagai pemangku kepentingan.

b) Mendukung pengembangan Kkapasitas
masyarakat lokal dalam hal pariwisata
berkelanjutan dan partisipasi aktif.

c) Melakukan advokasi untuk kebijakan
yang mendukung pariwisata berkelan-
jutan dan collaborative governance.

Implementasi saran-saran ini diharapkan
dapat meningkatkan efektivitas collaborative
governance dalam mendukung pengem-
bangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
Namun, penting untuk diingat bahwa setiap
destinasi memiliki  karakteristik  unik,
sehingga diperlukan adaptasi dan penye-
suaian strategi sesuai dengan konteks lokal.
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